
WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR: 49 TAHUN 2 0 1 7  

T E N T A N G  

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terkait Tunjangan Perumahan dan tunjangan 

Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD maka perlu 

mengatur besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan 

Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo; 

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagairnana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota Palopo; 

: I. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang - Undang Nomor 11  Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4186); 
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3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Oparasional; 

10. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palo po; 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan: TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Walikota adalah Walikota Palopo. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Anggita DPRD Kota 

Palopo. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo. 



7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan Kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah 

Daerah belum dapat menyediakan kendaraan Dinas Jabatan dan 

Kendaraan Dinas Operasional. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan daerah. 

BAB U  

ASAS-ASAS PEIIBERIAN TURJANGAN TRANSPORTASI 

Pasa1 2  

Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 

("'""., memperhatikanasas-asas sebagai berikut: 

a. Asas kepatutan adalah penentuan besaran tunjangan transportasi harus 

mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan 

Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil ra.kyat. 

b. Asas kewajaran adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi 

harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan 

kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan 

dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. 

c. Asas rasionalitas adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi 

harus, terukur, dan akuntabel. 

d. Standar harga setempat adalah nilai sewa transportasi dimana Pimpinan 
� · ' dan Anggota DPRD bertempat tinggal. 

BABW 

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 3 

( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan 

dinas jabatan dan kendaraaan dinas operasional, kepada pimpinan dan 

anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi. 



(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak dapat 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila telah memiliki 

Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. 

Pasal 4 

(1) Besaran Tunjangan Kendaraan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD setiap bulan sebagai berikut: 

a. Ketua : Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu 

rupiah) 

: Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu 

rupiah) 

: Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu 

rupiah) 

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dibayarkan setiap bulan setelah dikurang Pajak Penghasilan (PPh). 

Pasal 5 

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB IV  

PENUTUP 

Pasa1 6  

(1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait 

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota 

Palopo. 

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

c. Anggota 

b. Wakil Ketua 



' .  

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di P a  I o  p o  

pada tanggal 29 September 2 0 1 7  

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

pada tanggal 29 September 2 0 1 7  

Pit. SE ARIS DAERAH, 

J UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 49 TAHUN 2017 


